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BAB |I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desain besar reformasi birokrasi yang digagas pemerintah sejak tahun 2010 menargetkan bahwa
seluruh penyelenggara pemerintahan dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima. Pelayanan
publik merupakan bukti hadirnya pemerintah di masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara
layanan publik hendaknya menyelenggarakan pelayanan prima. Pelayanan publik yang dilakukan
oleh pemerintah merupakan suatu ukuran kualitas pemerintahan guna meningkatkan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu menyelenggarakan pelayanan publik
yang berkualitas sebagai bukti bahwa pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat. Hal
tersebut merupakan tantangan besar bagi pemerintah mengingat semakin hari, masyarakat semakin
kritis dan mempunyai tuntutan tinggi atas kualitas pelayanan.

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai lembaga negara merupakan lembaga
penyelenggara layanan publik. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi NTB berkomitmen untuk
menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas dan anti korupsi sekaligus adaptif atas
perubahan. Untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang diselenggarakan, BPK Perwakilan
Provinsi NTB menyelenggarakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi
Anti Korupsi (SPAK). Hasil survei SPKP dan SPAK nantinya akan diolah dalam bentuk Indeks
Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK). SPKP dan SPAK
diselenggarakan secara rutin setiap bulan, guna memantau perkembangan kualitas layanan publik
yang diselenggarakan Perwakilan Provinsi NTB berdasarkan persepsi penerima layanan.

B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan SPKP dan SPAK BPK diselenggarakan berdasarkan :

1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun
2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah.

C. Tujuan Kegiatan
SPKP dan SPAK BPK dilakukan dengan tujuan:
1. menjaring masukan pengguna layanan dan sebagai sarana evaluasi kinerja pelayanan publik
pada BPK Perwakilan Provinsi NTB;
2. meningkatkan kualitas layanan publik yang prima serta mewujudkan pemerintah yang bersih
dan akuntabel di BPK Perwakilan Provinsi NTB;



3. memenuhi ketentuan Evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas sesuai SE Menteri PANRB
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023

D. Ruang Lingkup
SPKP dan SPAK periode bulan Juli 2024 pada BPK Perwakilan Provinsi NTB dilakukan kepada
seluruh pengguna layanan publik BPK Perwakilan Provinsi NTB yang telah menerima pelayanan
sampai dengan bulan Juli 2024.



BAB Il. DESAIN KUESIONER DAN METODOLOGI SURVEI

A. Rancangan Desain Kuesioner

Desain kuesioner dalam SPKP dan SPAK dirancang dengan memedomani Peraturan Menteri
PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah,
dengan uraian sebagai berikut.
1. Peubah dan Referensi Waktu
Peubah dalam survei ini adalah persepsi layanan publik dan persepsi anti korupsi.
Referensi waktu (penilaian) yang diberikan responden atas dua peubah tersebut adalah saat
responden selesai menerima layanan.
2. Persepsi Kualitas Pelayanan
Peubah persepsi kualitas layanan dipengaruhi oleh delapan variabel, yaitu:

1)
2)
3)

Informasi layanan;
Persyaratan layanan;

Prosedur layanan;

Jangka waktu layanan;
Tarif/biaya

Sarana prasana layanan;
Profesionalisme petugas; serta
Layanan pengaduan.

Responden diminta untuk memberikan penilaian dengan memberikan skala 1-6, yaitu semakin
besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang
diberikan. Adapun skala yang dipergunakan adalah skala interval, yaitu dalam skala tersebut
terdapat keteraturan, perbedaan antar skala (jarak) bermakna dan sama.

Adapun pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menilai persepsi kualitas
pelayanan sebagai berikut,

Tabel 1 Daftar Pertanyaan Responden Persepsi Kualitas Pelayanan

No Variabel Pertanyaan Pilihan
Jawaban
1. | Informasi Layanan Informasi atas layanan BPK tersedia melalui 1s.d.6

berbagai media elektronik dan nonelektronik
antara lain website, telepon, WhatsApp, live chat,
informasi langsung, kunjungan, dan sebagainya.

2. | Persyaratan Layanan | Pegawai BPK memberikan pelayanan sesuai 1sd.6
dengan persyaratan yang diinformasikan secara
resmi.

3. | Prosedur Pelayanan Pegawai BPK melaksanakan prosedur pelayanan 1s.d.6

sesuai dengan prosedur pelayanan yang
diinformasikan secara resmi.




No Variabel Pertanyaan Pilihan
Jawaban
4. | Jangka waktu layanan | Pegawai BPK menyelesaikan layanan sesuai 1s.d.6
dengan  jangka  waktu pelayanan  yang
diinformasikan secara resmi.
5. | Tarif/ Biaya Pegawai BPK tidak mengenakan tarif atau biaya 1s.d.6
atas pelayanan yang diberikan.
6. | Sarana prasarana Pelayanan luring dan daring yang disediakan BPK 1s.d.6
memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi
pengguna.
7. | Profesionalisme Pegawai BPK memberikan layanan luring dan 1s.d.6
petugas daring secara profesional (responsif, ramah, mudah
dikenali)
8. | Sarana pengaduan Saluran pengaduan atas layanan BPK mudah 1s.d.6
diakses (dalam bentuk email, WhatsApp, telepon,
atau saluran lain)
Apabila Bapak/lbu pernah melakukan pengaduan 1s.d.6
atas layanan BPK, pegawai BPK merespon
pengaduan Bapak/Ibu dengan cepat

3. Persepsi Anti Korupsi
Peubah persepsi anti korupsi dipengaruhi oleh lima variabel, yaitu:
a.
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Diskriminasi layanan;

Pelayanan sesuai dengan prosedur;

Penerimaan imbalan;
Pungutan liar; serta
Percaloan.

Responden diminta untuk memberikan penilaian dengan memberikan skala 1-6, yaitu semakin
besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang
diberikan. Adapun skala yang dipergunakan adalah skala interval, yaitu dalam skala tersebut
terdapat keteraturan, perbedaan antar skala (jarak) bermakna dan sama.

Adapun pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menilai persepsi anti korupsi
sebagai berikut.

Tabel 2 Daftar Pertanyaan Responden Persepsi Anti Korupsi

No Variabel Pertanyaan Pilihan

Jawaban

1. | Diskriminasi Pegawai BPK tidak melakukan diskriminasi terhadap | 1s.d.6
layanan permintaan layanan dari siapapun.

2. | Pelayanan sesuai | (penilaian pada variable ini serupa dengan pertanyaan | 1s.d.6

dengan prosedur

terkait variable prosedur layanan pada SPKP. Untuk
menghindari duplikasi pertanyaan dan inkonsistensi
jawaban, penilaian atas variable ini menggunakan




dalam pemberian layanan.

No Variabel Pertanyaan Pilihan
Jawaban

jawaban responden atas variable prosedur layanan pada
SPKP)

3. | Penerimaan Pegawai BPK tidak menerima imbalan uang, barang, dan | 1s.d. 6

imbalan; atau fasilitas lainnya

4. | Pungutan liar; serta | Pegawai BPK tidak melakukan pungutan liar atau | 1s.d.6
meminta uang, barang, dan fasilitas lainnya

5. | Percaloan BPK tidak mempraktikkan percaloan atau pihak perantara | 1s.d. 6

B. Kiriteria Responden Survei

Kriteria responden survei yaitu:

1. Penerima layanan BPK Perwakilan Provinsi NTB pada periode bulan Juli 2024. Dalam hal ini
responden telah menerima layanan BPK Perwakilan Provinsi NTB secara tuntas.

2. Jenis Layanan pemeriksaan, non pemeriksaan dan terkait Pendidikan
Responden merupakan penerima setidaknya salah satu jenis layanan berikut.

a. Layanan Pemeriksaan, mencakup pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja,

pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan, penyerahan LHP, penghitungan kerugian negara/daerah, pengaduan
masyarakat, permintaan data dan informasi atas laporan hasil pemeriksaan, konsultasi
tentang pemeriksaan.

. Layanan Edukasi Pemeriksaan, mencakup layanan magang, izin penelitian, company

visit, BPK goes to school/campus, layanan perpustakaan, dan layanan lainnya yang
berkaitan dengan peran BPK dalam memberikan edukasi tentang pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

. Layanan Nonpemeriksaan, mencakup permintaan data dan informasi yang tidak terkait

dengan pemeriksaan, media workshop, buletin, dan layanan lainnya yang tidak termasuk
layanan pemeriksaan dan layanan edukasi.

Pengumpulan Data

Survei SPKP dan SPKA dilakukan BPK secara berulang setiap bulan. Tipe pengumpulan data yang
digunakan adalah longitudinal, yaitu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda dari waktu dan
dilakukan terus menerus untuk melihat perubahan yang terjadi.

Metode Pencacahan

Metode pencacahan dalam penelitian ini adalah responden mengisi kuesioner secara mandiri
(swacacah). Responden dapat mengisi survey secara mandiri melalui tautan yang dikirimkan
melalui Whatsapp/Email (Computer-Aided Web Interviewing).



E. Metode Pengolahan Data dan Analisis
1. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data hasil survei dilakukan melalui tahapan penyuntingan (editing) dan penyahihan

(validasi).

a. Penyuntingan
Kegiatan penyuntingan dilakukan untuk mengecek adanya kemungkinan kesalahan
pengisian daftar pertanyaan dan ketidaserasian informasi (inconsistency). Dalam tahapan ini
dilakukan pula pengecekan atas kemungkinan adanya data dobel serta data tidak lengkap.

b. Penyahihan
Kegiatan penyahihan dilakukan untuk mengecek data dan proses perbaikan data yang salah
menjadi data yang benar (valid), berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuntingan.

Dalam melakukan proses pengolahan data, tim pengolah data dapat melakukan konfirmasi
kepada responden survei terkait atas jawaban responden yang dinilai tidak konsisten maupun
anomali.

2. Metode Analisis
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis
deskriptif adalah jenis analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan, dan
meringkas sekumpulan data sehingga lebih mudah dipahami. Alat kerja deskriptif yang
digunakan untuk mendapatkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks
Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menggunakan statistik sederhana yaitu dengan merata-ratakan
skor yang diberikan responden atas setiap pertanyaan survei.

F. Rekomendasi Survei
Pelaksanaan SPKP dan SPAK BPK telah mendapatkan rekomendasi LAYAK dari Badan Pusat
Statistik (BPS) dengan Nomor rekomendasi V-23.0000.002 tanggal 8 Maret 2023.



BAB I1l. HASIL SURVEI

A. Profil Responden
Total Responden: 34 orang

1. Jenis Kelamin Responden

Tabel 3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No. | Jenis kelamin Frekuensi
Jumlah %
1. Laki-laki 18 52,94
2. Perempuan 16 47,06
Jumlah 34 100,00
2. Kelompok Usia Responden
Tabel 4 Responden Berdasarkan Kelompok Usia
No. | Rentang Usia Frekuensi
Jumlah %
1. Kurang dari 25 tahun 4 11,78
2. 25 s.d. 34 tahun 1 2,94
3. 35 s.d. 44 tahun 10 29.40
4, 45 s.d. 54 tahun 17 50
5. 55 s.d 64 tahun 1 2,94
6. Lebih dari 64 tahun 1 2,94
Jumlah 34 100
3. Tingkat Pendidikan Responden
Tabel 5 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. | Jenis Pendidikan Frekuensi
Jumlah %
1. Setingkat SMA 1 2,94
2. Setingkat D3 5 14,70
3. Setingkat S1 14 41,18
4. Setingkat S2 12 35,30
5. Setingkat S3 2 5,88
6. Lainnya 0 0
Jumlah 34 100
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4. Pekerjaan Responden

Tabel 6 Responden Berdasarkan Pekerjaan

No. | Jenis Pekerjaan Frekuensi
Jumlah %
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur 28 82,35
Sipil Negara(ASN)
2. Pelajar/Mahasiswa 6 17,65
3. Lainnya 0 0
Jumlah 34 100
5. Jenis Layanan yang Diterima Responden
(pada pertanyaan ini, responden dapat memilih lebih dari satu jawaban)
Tabel 7 Responden Berdasarkan Jenis Layanan
No. | Jenis Layanan Frekuensi
Jumlah %
1. Pemeriksaan 26 63,42
2. Edukasi 11 26,82
3. Non Pemeriksaan 4 9,76
Jumlah 41 100
B. Hasil Survei
1. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)
Tabel 8 Komponen dan Indeks Nilai IPKP
No. Komponen Survei Indeks
1. Informasi atas layanan BPK tersedia melalui berbagai media 3,41
elektronik dan nonelektronik antara lain website, telepon, WhatsApp,
live chat, informasi langsung, kunjungan, dan sebagainya
2. | Pegawai BPK memberikan pelayanan sesuai dengan persyaratan 3,67
yang diinformasikan secara resmi.
3. Pegawai BPK melaksanakan prosedur pelayanan sesuai dengan 3,67
prosedur pelayanan yang diinformasikan secara resmi.
4. | Pegawai BPK menyelesaikan layanan sesuai dengan jangka waktu 3,65
pelayanan yang diinformasikan secara resmi.
5. | Pegawai BPK tidak mengenakan tarif atau biaya atas pelayanan yang 3,73
diberikan.
6. | Pelayanan luring dan daring yang disediakan BPK memberikan 3,63
kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna.
7. Pegawai BPK memberikan layanan luring dan daring secara 3,63

profesional (responsif, ramah, mudah dikenali)
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Saluran pengaduan atas layanan BPK mudah diakses (dalam bentuk 3,49
email, WhatsApp, telepon, atau saluran lain)

pegawai BPK merespon pengaduan dengan cepat.

IPKP 3,61

2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Tabel 9 Komponen dan Indeks Nilai IPAK

No. Komponen Survei Indeks
Pegawai BPK tidak melakukan diskriminasi terhadap permintaan 3,73
layanan dari siapapun.

Pegawai BPK memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur 3,67
pelayanan
Pegawai BPK tidak menerima imbalan uang, barang, dan atau 3,69
fasilitas lainnya
Pegawai BPK tidak melakukan pungutan liar atau meminta uang, 3,78
barang, dan fasilitas lainnya
BPK tidak mempraktikkan percaloan atau pihak perantara dalam 3,78
pemberian layanan.

IPAK 3,73

3. Masukan Reponden

Masukan-masukan responden atas pelayanan yang telah diterima dari BPK Perwakilan Provinsi
NTB maupun harapan untuk layanan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Pelayanan yang diberikan semakin ditingkatkan.

Semakin dioptimalkan lewat medsos.

Lebih sering dilakukan sosialisasi ato bimtek teknis yang berhubungan dgn perbaikan LKPD
dan Performa Kinerja Pemkab.

semoga kualitas layanan yang diberikan setiap tahun meningkat atau minimal dipertahankan.
Perlu peningkatan komunikasi antara auditan dengan auditor, dan memberikan penjelasan
terkait kelemahan auditan sehingga ada perbaikan untuk tahun tahun mendatang.

BPK lebih membuka diri dalam memberikan advice bagi semua entitas dalam bekerja lebih
baik sesuai Azas pengelolaan keuangan yang baik dan menyediakan sarana komunikasi yang
lebih luas mudah diakses. Serta menfasilitasi tugas2 entitas dalam peningkatan akuntabilitas
transparansi termasuk peningkatan kapasitas SDM

Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, Pelaporan kekayaan
pribadi pemegang jabatan dan fungsi public.

Layanan BPK sampai saat ini sudah baik.

pelayanan terkait konsultasi terhadap pemda pemda yang butuh pencerahan atas keuangan
daerah lebih di tingkatkan lagi.

10.Selalu Berikan pelayanan yang terbaik, ramah dan selalu amanah sehingga dapat

memberikan rasanya nyaman kepada respondennya. Apabila dalam pemeriksaan ada
kesalahan berikanlah solusi agar responden tidak melakukan kesalahan dan dapat
mewujudkan pemerintahan yang bersih.

11.Tetap menjunjung profesionalisme dalam memberikan layanan
12.Dapat lebih sering memberikan sosialisasi ke instansi-instansi terkait pengelolan keuangan

yang baik dan akuntabel.
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BAB IV. EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Evaluasi atas Hasil Survei

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diketahui, seluruh komponen Indeks
Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) mendapat nilai yang baik dari responden, yang mendapat nilai
dan apresiasi tinggi yaitu pelayanan BPK yang tidak dikenakan tarif atau biaya atas pelayanan yang
diberikan. Sedangkan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan yaitu penyediaan informasi layanan
BPK melalui media elektronik dan non elektronik, antara lain website, telepon, WhatsApp, live
chat, banner dan sebagainya, serta kemudahan akses saluran pengaduan layanan BPK.

Adapun berdasarkan Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) diketahui komponen Indeks
Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang mendapat nilai dan apresiasi tinggi yaitu BPK tidak menerima
imbalan uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya dalam pemberian layanan dan Pegawai BPK tidak
mempraktikkan percaloan atau pihak perantara dalam pemberian layanan.. Hal ini menunjukkan
keberhasilan BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam menegakkan komitmen dan membina integritas
para pegawainya. Aspek yang perlu mendapatkan peningkatan yaitu dalam pemberian pelayanan
pegawai BPK sesuai dengan prosedur resmi.

Selain hasil kuesioner berupa indek persepsi, responden juga menyampaikan masukan terkait
layanan yang diberikan oleh BPK. Sebagian besar responden menyampaikan pendapat positif atas
layanan diberikan oleh BPK selama ini. Namun demikian ada beberapa masukan yang perlu
diperhatikan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan pelayanan
perwakilan, antara lain:

1. BPK diharapkan Lebih sering melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis yang berhubungan
dengan perbaikan LKPD dan Performa Kinerja Pemerintah Daerah.

2. BPK lebih membuka diri dalam memberikan masukan bagi semua entitas dalam bekerja lebih
baik sesuai Azas pengelolaan keuangan yang baik dan menyediakan sarana komunikasi yang
lebih luas mudah diakses. Serta menfasilitasi tugas-tugas entitas dalam peningkatan
akuntabilitas transparansi termasuk peningkatan kapasitas SDM.

3. BPK Dapat lebih sering memberikan sosialisasi ke instansi-instansi terkait pengelolan
keuangan yang baik dan akuntabel.

Berdasarkan hasil survei Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dan Indeks Persepsi Anti Korupsi serta
masukan dari responden maka dapat diketahui beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Aspek yang menjadi keunggulan dalam pelayanan BPK Perwakilan Provinsi NTB adalah
aspek layanan publik. Faktor yang mendukung keunggulan layanan tersebut adalah tidak
dikenakan tarif atas layanan yang diberikan kepada stakeholder dan saluran pengaduan yang
mudah diakses oleh stakeholder. Untuk itulah, BPK Perwakilan Provinsi NTB berkomitmen
memberikan fasilitas pelayanan prima, diantaranya live chat pelayanan informasi publik dan
pengaduan masyarakat.

2. Berdasarkan hasil survei, aspek yang dinilai responden masih memerlukan perbaikan dalam
keunggulannya beserta faktor-faktor yang menjadi kendala sebagaimana disebutkan dalam
masukan responden diantaranya adalah harapan BPK meningkatkan layanan edukasi dan non
pemeriksaan berupa sosialisasi kepada Pemerintah Daerah serta membuka konsultasi secara
online.
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a. Perihal harapan-harapan tersebut sebenarnya telah difasilitasi dengan berbagai fasilitas
pelayanan untuk kemudahan beserta media yang mendukung layanan tersebut. Namun
hasil survei mengindikasikan bahwa layanan-layanan tersebut belum dikenal/belum
diketahui publik secara luas, sehingga mempengaruhi hasil survei yang menunjukkan
bahwa responden tidak mengetahui bahwa layanan tersebut telah diberikan.
Kemungkinan faktor penyebab kondisi tersebut adalah kurangnya sosialisasi pada
masyarakat atau stakeholder. Kendalanya adalah media pemasaran hanya bisa dilakukan
melalui website BPK ataupun banner yang terletak di kantor perwakilan, sehingga
masyarakat kurang terinformasi atas telah adanya layanan tersebut.

b. Kendala lainnya yang ditunjukkan oleh hasil survei dan pendapat responden adalah BPK
masih dianggap sebagai lembaga yang hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan dan tidak
mengembangkan dan memiliki pelayanan jenis yang lain.

Faktor pendorong lainnya dalam melaksanakan pelayanan publik adalah kemauan pegawai
pemeriksa maupun non pemeriksa untuk menunjukkan hasil kerja pemeriksaan kepada
masyarakat agar BPK lebih dikenal publik bahwa BPK turut berperan mendorong
pembangunan yang berkelanjutan untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

Faktor penghambat lainnya adalah persepsi responden dari hasil survei yang menunjukkan
bahwa stakeholder beranggapan bahwa BPK juga memiliki fungsi pembinaan sedangkan hal
tersebut seharusnya bukan tugas dan kewenangan BPK.

Atas hal yang menjadi masukan dari responden dan penting untuk ditindaklanjuti kedepannya,
serta merupakan bahan evaluasi terutama pada kegiatan pemeriksaan sebagai kegiatan
pelayanan, yaitu BPK dapat terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dengan
mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan. BPK Perwakilan Provinsi NTB
dalam hal ini Subbagian Humas telah melaksanakan survey kepada setiap stakeholder yang
meminta layanan sehingga akan diketahui yang perlu ditingkatkan dalam pemberian
pelayanan.

Permasalahan lainnya yang dapat diketahui dari hasil survei tersebut, yaitu para responden
juga mengharapkan adanya layanan edukasi dan layanan non pemeriksaan, sedangkan BPK
Perwakilan Provinsi NTB sendiri telah menyediakan ruang dan fasilitas untuk kedua hal
tersebut. Hasil survei menunjukkan keterbatasan pemahaman yang secara tidak langsung
merupakan dampak kurangnya sosialisasi, sehingga perlu adanya peningkatan variasi metode
dan luasan sosialisasi di masa mendatang.

Tindak Lanjut atas Hasil Survei

Atas hasil survei tersebut, BPK Perwakilan Provinsi NTB akan mempertahankan standar dan
kualitas pelayanan yang telah baik, dan mengambil langkah-langkah perbaikan atas layanan yang
masih mendapat catatan dan persepsi kurang baik dari responden.

1.

Langkah yang direncanakan akan ditempuh dalam meningkatkan kinerja/mengurangi

permasalahan/hambatan yang akan diimplementasikan, antara lain berupa:

a. Perencanaan sosialisasi kepada stakeholder yang lebih luas, diantaranya sosialisasi dalam
bentuk kunjungan kepada stakeholder seperti sekolah, kampus, serta media-media.

b. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pelayanan publik baik bagi
pemeriksa maupun penunjang pemeriksaan.

Langkah yang direncanakan akan ditempuh untuk menindaklanjuti masukan responden, antara
lain berupa:
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a. Sesuai dengan harapan responden BPK dapat melakukan sosialisasi, dalam hal ini BPK
telah menyediakan layanan konsultasi sebagai wadah stakeholder untuk berkomunikasi
dengan BPK Perwakilan NTB. Untuk menilai kepuasan pelayanan konsultasi yang
disediakan, BPK Perwakilan Provinsi NTB telah melakukan survei setiap kali layanan
selesai diberikan. Hasil survei kepuasan pengguna layanan/stakeholder tersebut berguna
untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai area pelayanan mana yang masih
memerlukan perbaikan dalam pelayanan. Hasil survei kepuasan pelayanan tersebut
nantinya akan dirangkum secara semesteran dan tahunan untuk dipublikasikan, sekaligus
sebagai bahan perbaikan layanan.

b. Untuk memberikan layanan edukasi yang lebih luas ke masyarakat, BPK Perwakilan
Provinsi NTB telah melaksanakan sosialisasi pada acara car free day.
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BAB V. PENUTUP

Sesuai hasil survei pada bulan Juli 2024 atas persepsi kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi
diperoleh hasil yang cukup tinggi yang diberikan oleh para responden. Hal ini menunjukkan bahwa
pelayanan yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB baik berupa layanan pemeriksaan,
edukasi dan non pemeriksaan sudah dinilai baik.

Hal ini tentunya menjadi motivasi bagi BPK perwakilan NTB untuk terus melakukan berbagai inovasi,
dalam rangka meningkatkan pelayanan dan juga mempertahankan integritas serta meningkatkan
profesionalisme.

Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada para responden. Survei ini akan dilaksanakan beberapa kali
dalam beberapa bulan ke depan, dalam rangka mengukur persepsi baik kualitas pelayanan serta anti
korupsi guna menjaring berbagai masukan yang lebih luas lagi dalam rangka peningkatan pelayanan
BPK Perwakilan Provinsi NTB.
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Daftar Nama Responden

Lampiran 3

ID Nama Responden Nomor Telepon
1 Wagiah 08175788172

2 Abdul rahman 085237343529
3 Silviana 081393975705
4 kaharuddin 082312366643
5 Ishak Rahman 081935042103
6 E. S. Adi Nusantara H., M.Sc 081909090180
7 Harun arsul 081339806517
8 Yuni llmi Kurniati, S. STP, M. Si 085338658748
9 Usman, SE., ME 08123757408

10 | NURUL ADILAH 085338830508
11 | Ni komang dwi mariastini 081803651367
12 putri aulia sari 085932813513
13 | Didi Hermansyah 08123777124

14 | M. Luthfie Anshari 085253611855
15 | Ramdani 085338915508
16 | Sri Sukmawati A,md 085338977019
17 | Laely Yulianti 085338892597
18 | Labni, SE, M.Ak 081999988965
19 | Diah kusumawardani 081353599382
20 | AMINUDDIN 081339827653
21 | Nurmiaty 08123787764

22 Indarto Jaya Saputra 089670213910
23 | nurul hikmah 087863205049
24 | Siti Aisyah Hidayati 0817364605

25 | Embun suryani 087865668789
26 | Rahadian Ahmad Masykur H 087846025837
27 Furgan 085238474442
28 | Fitriana Anwar 081917191713
29 | llham 081330716424
30 || Gede Suantara 082359371563
31 | Agus Salim 085205263083
32 | Moh.Athar 085333000769
33 | Yessy Iriene Puturuhu 081805257927
34 | Lalu Amrullah 085216554950
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